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PUTUSAN 

Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Negr 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara 

Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  yang 

dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagaimana 

tersebut di bawah ini antara; 

Penggugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Banjarmasin,  xxx,  NIK  xxx,  umur  26 

tahun,  agama  Islam,  pendidikan SLTA,  pekerjaan 

Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  KTP  di 

Kecamatan  Daha  Selatan,  Kabupaten  Hulu  Sungai 

Selatan, saat ini bertempat tinggal di alamat domisili 

yang beralamat di Kecamatan Daha Utara, 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini 

menggunakan domisili elektronik dengan alamat 

email: xxx@gamil.com, sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pandan Sari, xxx, NIK xxx, umur 39 tahun, 

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, 

tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;   

Setelah mempelajari berkas perkara;   

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di 

persidangan;   

DUDUK PERKARA 

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  surat  gugatannya  tertanggal  15 

Maret  2022,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Negara 

dengan  register  Nomor  36/Pdt.G/2022/PA.Negr  pada  tanggal  15  Maret  2022, 

yang isinya sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1.  Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 

Sa’ban 1436 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan 

pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, yang 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan  Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana 

bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 28 Mei 2015; 

2.  Bahwa,  setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama 

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua 

Penggugat  selama  7  (tujuh)  hari  sebagai  mana  alamat  Penggugat  di 

atas, dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat 

sebagaimana alamat Tergugat diatas; 

3.  Bahwa,  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah 

kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba’da dukhul), telah dikaruniai 

seorang anak yang bernama Muhammad Baihaqi Al Farisyi bin Ibrahim, 

lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 23 Juli 2016, anak tersebut saat ini 

dalam asuhan Penggugat; 

4.  Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 

rukun  dan  harmonis,  namun  bulan  Maret  2018  antara  Penggugat  dan 

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara 

terus-menerus yang disebabkan antara lain; 

4.1. Tergugat  sering  keluar  malam  bersama  teman-temannya,  dan 

pulang  ke  rumah  sekitar  pukul  00.00  WITA,  sehingga  Tergugat 

kurang memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan 

Tergugat; 

4.2. Tergugat bersifat keras kepala yakni masalah kecil selalu 

dibesar-besarkan Tergugat, dan apabila Penggugat memberi 

nasehat kepada  Tergugat,  Tergugat tidak menghiraukan dan 

malah pergi; 

5.  Bahwa,  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan 

Tergugat  terjadi  pada  tanggal  01  April  2020  yang  disebabkan  masalah 

tersebut  diatas.  Setelah  kejadian  tersebut, Penggugat  pergi  dan pulang 

ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Pada  tanggal  12  Oktober  2020  Penggugat  mengajukan  permohonan 

cerai gugat di Pengadilan Agama Negara dengan nomor perkara 

121/Pdt.G/2020/PA.Negr, namun telah ditolak dikarenakan kesaksian 

saksi  tidak  meyakinkan.  namun  ternyata  sejak  saat  itu  Penggugat  dan 

Tergugat  tidak  pernah  kumpul  lagi  sebagai  suami-istri  hingga  sekarang 

sudah  berjalan  selama  kurang  lebih  1  (satu)  tahun  11  (sebelas)  bulan 

dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah 

lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri; 

6.  Bahwa,  Tergugat  pernah  mengajak  Penggugat  untuk  kumpul  kembali, 

namun Penggugat menolak; 

7.  Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas 

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali 

bersama Tergugat  untuk  membina  rumah  tangga  yang  bahagia  dimasa 

yang  akan  datang,  dan  jalan  terbaik  bagi  Penggugat  adalah  bercerai 

dengan Tergugat; 

8.  Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat 

perkara ini;  

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat mohon  agar  Ketua 

Pengadilan Agama Negara Cq.  Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya : 

Primair 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku; 

Subsidair 

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  untuk  pemeriksaan  perkara  ini,  Penggugat  dan  Tergugat  telah 

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan; 

Bahwa,  pada  hari  dan  tanggal persidangan yang  telah  ditetapkan  oleh 

Ketua Majelis yang  memeriksa  dan  mengadili perkara ini Penggugat dan 

Tergugat  telah  dipanggil  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  55  Undang-Undang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 

Penggugat  telah  hadir  secara  inperson  di  persidangan.  Sedangkan  Tergugat 

tidak  hadir  dan  tidak  mengirim  wakil  atau  kusanya  yang  sah  ke  persidangan, 

meskipun ia menurut berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di 

persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa,  sesuai  dengan  maksud  Pasal  154  ayat  (1)  R.Bg.  jo.  Pasal  82 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha 

mendamaikan  dengan  cara  memberi  nasehat  kepada  Penggugat  agar  dapat 

mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dari  Tergugat  dan  bersabar  terhadap 

Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti 

semula, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan; 

Bahwa  pada  persidangan  tanggal  21  Maret  2022  Penggugat  di  depan 

persidangan menyatakan keterangan bahwa benar Penggugat telah 

mengajukan  perceraian  sebelumnya  kepada  Pengadilan  Agama  Negara  pada 

12 Oktober 2020 dengan nomor perkara 121/Pdt.G/2020/PA.Negr dengan dalil 

dan  petitum  gugatan  yang  sama  dengan  gugatan  saat  ini,  kemudian  perkara 

terdahulu telah diputus dengan putusan ditolak karena Penggugat tidak dapat 

membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat 

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada 

penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil 

gugatannya  yang  semuanya  telah  dicatat  dalam  Berita  Acara  Sidang  perkara 

ini; 

Bahwa, disebabkan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam 

persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat; 

Bahwa  untuk  meneguhkan  gugatannya,  Penggugat  telah  mengajukan 

alat-alat bukti sebagai berikut: 

I. Bukti Surat; 

Disclaimer
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx, yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu 

Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 24 Maret 2016, 

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai 

oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1; 

2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal/Domisili atas nama 

Penggugat  nomor  xxx  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Tambak 

Bitin Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

tertanggal  14  Maret  2022,  bermeterai  cukup  dan  telah  dicocokkan 

dengan  aslinya  ternyata  sesuai  oleh  Ketua  Majelis  diparaf  dan  diberi 

kode P.2; 

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor  xxx nama Tergugat yang dikeluarkan 

oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Hulu 

Sungai Selatan tanggal 07 Maret 2017, bermeterai cukup, telah 

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis 

diparaf dan diberi kode P.3; 

4. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama Penggugat dan  Tergugat 

nomor  xxx  tertanggal  28  Mei  2015,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya 

ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4; 

II. Bukti Saksi; 

Saksi 1, Saksi I Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tambak 

Bitin, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah 

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa,  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi 

adalah ibu kandung Penggugat; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal 

terakhir  di  rumah  orang  tua  Tergugat  dan  telah  dikaruniai  1  (satu) 

orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup 

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Maret  2018  sudah  tidak 

harmonis lagi; 

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan 

Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat 

kepada saksi; 

- Bahwa,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan 

Tergugat karena Tergugat keras kepala dan Tergugat sering keluar 

malam hingga pulang larut malam; 

- Bahwa, benar  pada  tahun  2020 Penggugat pernah  mengajukan 

gugatan  cerai  terhadap  Tergugat  ke  Pengadilan  Agama  Negara, 

namun perkara tersebut ditolak; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 

tahun  lalu,  Penggugat  pergi  meninggalkan  kediaman  bersama  dan 

kembali ke rumah saksi hingga saat ini; 

- Bahwa,  selama  pisah  itu  Tergugat  pernah  mengajak Penggugat 

untuk rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Penggugat 

menolak; 

- Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  pernah  mendamaikan  konflik  rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, 

namun tidak berhasil; 

- Bahwa,  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat 

dan Tergugat;   

Saksi  2,  Saksi  II  Penggugat,  umur  19  tahun,  agama  Islam,  pendidikan 

SLTP,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  Desa 

Tambak  Bitin,  Kecamatan  Daha  Utara,  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan. 

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

- Bahwa,  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi 

adalah adik kandung Penggugat; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal 

terakhir  di  rumah  orang  tua  Tergugat  dan  telah  dikaruniai  1  (satu) 

orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat; 

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup 

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Maret  2018  sudah  tidak 

harmonis lagi; 

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan 

Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat 

kepada saksi; 

- Bahwa,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan 

Tergugat karena Tergugat keras kepala, Tergugat sering keluar 

malam hingga pulang larut malam, dan antara Penggugat dan 

Tergugat sudah terlalu sering berpisah rumah sebanyak 4 kali; 

- Bahwa, benar  pada  tahun  2020 Penggugat pernah  mengajukan 

gugatan  cerai  terhadap  Tergugat  ke  Pengadilan  Agama  Negara, 

namun perkara tersebut ditolak; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 

tahun  lalu,  Penggugat  pergi  meninggalkan  kediaman  bersama  dan 

kembali ke rumah orang tua saksi hingga saat ini; 

- Bahwa,  selama  pisah  itu  Tergugat  pernah  mengajak  Penggugat 

untuk rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Penggugat 

menolak; 

- Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  pernah  mendamaikan  konflik  rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, 

namun tidak berhasil; 

- Bahwa,  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat 

dan Tergugat;   

Bahwa, Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan 

yang pada pokoknya tetap  pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat 

dan selanjutnya mohon putusan; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Negr 

sebagaimana  termuat  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini  sebagai  bagian 

yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa  maksud  dan tujuan  gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan 

perkawinan  mereka  dilangsungkan  berdasarkan  hukum  Islam  oleh  karena  itu 

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, 

Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara a quo;  

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah 

dan  patut  untuk  datang  menghadap  di  persidangan  sesuai  bunyi  Pasal  55 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah 

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  jo. 

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari 

dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  secara  inperson 

hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sedangkan 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain 

sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  serta  tidak  ada  mengajukan  eksepsi 

secara tertulis dan telah ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak 

disebabkan  alasan  yang  sah  berdasarkan  undang-undang,  oleh  karena  itu 

dengan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim cukup alasan 

menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara  a quo diperiksa 

dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli 

hukum  Islam  yang  ada  relevansinya  dengan  perkara  ini,  yaitu  yang  terdapat 

dalam Kitab Ahkamul Qur’an juz II Hal. 405 yang berbunyi:  

نم                  يعد ىل مكاح ماكحححنم نيملسمل ملف بجي وهف ملظ قحل هل
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Artinya:  Barangsiapa  yang  dipanggil  oleh  Hakim  Islam  di  dalam  persidangan 

sedangkan  orang  tersebut  tidak  memenuhi  panggilan  itu  maka  dia 

termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal 

menasehati  Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat  dan  bersabar 

terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan 

Tergugat  seperti  semula,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  maka  telah  terpenuhilah 

maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  Psal  82  ayat  (1)  dan  (4) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) 

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  138  Kompilasi  Hukum 

Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh 

orang  lain  untuk  hadir  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  oleh  karenanya, 

terhadap  perkara  ini  tidak  dapat  dilakukan  upaya  mediasi  sesuai  Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan; 

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2022 Penggugat 

di  depan  persidangan  menyatakan  keterangan  bahwa  benar Penggugat  telah 

mengajukan  perceraian  sebelumnya  kepada  Pengadilan  Agama  Negara  pada 

12 Oktober 2020 dengan nomor perkara 121/Pdt.G/2020/PA.Negr dengan dalil 

dan  petitum  gugatan  yang  sama  dengan  gugatan  saat  ini,  kemudian  perkara 

terdahulu telah diputus dengan putusan ditolak karena Penggugat tidak dapat 

membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat tersebut Majelis Hakim 

berpendapat  sebagai  bentuk  pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  (precautionary 

principle) dalam penyelesaian perkara, maka Majelis berkesimpulan akan 

mempertimbangkan terlebih dahulu telah ada atau tidaknya unsur nebis in idem 

dalam perkara ini sebelum mempertimbangkan perkara a quo sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat dan keterangan 

Penggugat pada persidangan tanggal 21 Maret 2022 telah menyatakan bahwa 
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gugatan Penggugat telah pernah ditetapkan perkaranya selesai dengan 

putusan  ditolak  dan  telah  inkracht  oleh  Pengadilan  Agama  Negara  dengan 

memiliki dalil tuntutan (petitum) yang sama dengan perkara a quo saat ini; 

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  yang  dalam  asas  persidangan  dikenal 

apabila  Tergugat  tidak  pernah  hadir  serta  tidak  pula  mengutus  orang  lain 

sebagai kuasa/wakilnya yang sah dalam persidangan meskipun telah dipanggil 

secara sah dan patut sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 

3  Tahun  2006  Tentang  Peradilan  Agama  jo.  Pasal  26  Peraturan  Pemerintah 

Nomor  9  Tahun  1975,  Tergugat  dianggap  tidak  membantah  dalil  gugatan 

Penggugat  seluruhnya  atau  tidak mengajukan  keberatan  (eksepsi)  tentang  itu 

dan  seandainya  pun  (quod  non)  Tergugat  mengajukan  keberatan  (eksepsi) 

karena dalil gugatan Penggugat menyebutkan perkara sebelumnya telah 

pernah  ditolak  dan  diajukan  kembali  (nebis  in  idem)  maka  Majelis  Hakim 

berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993, dalam perkara tentang sengketa 

perkawinan tidak berlaku asas nebis in idem, oleh karena itu gugatan 

Penggugat harus tetap dilanjutkan; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg., 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, namun karena perkara ini 

merupakan  perkara  perceraian  yang  mempunyai  hukum  acara  khusus  (lex 

specialis  derogat  lex  generalis),  yaitu  untuk  melakukan  perceraian  harus  ada 

cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai 

suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

sebagaimana  telah  diubah  yang  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 

2019 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup 

jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu 

dan  setelah  mendengar  pihak  keluarga    serta    orang-orang    yang    dekat   

dengan  suami  istri  (Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 

sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama  jo.  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan 
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis Hakim masih perlu 

mengetahui lebih jelas sebab-sebab  perselisihan dan  pertengkaran  antara 

Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak 

keluarga  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  Penggugat  maupun  Tergugat 

guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis 

Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut: 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  dan  P.2  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda 

Penduduk  dan  fotokopi  surat  keterangan  domisili  atas  nama  Penggugat  yang 

dikeluarkan  oleh pejabat  yang  berwenang  untuk  itu,  telah  dicocokkan  dengan 

aslinya  dan  bermeterai  cukup,  mengenai  identitas  Penggugat  yang  meliputi 

NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, 

status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, yang aslinya merupakan 

akta otentik dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti 

tersebut telah memiliki kekuatan bukti yang sempuna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut harus 

dinyatakan  bahwa  Penggugat  memiliki  tempat  tinggal  yuridis  dalam  wilayah 

hukum  Pengadilan  Agama  Negara, sehingga  dengan  bukti  tersebut  harus 

dinyatakan  bahwa  Penggugat  berdomisili  dalam  wilayah  hukum  Pengadilan 

Agama Negara dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan 

Agama Negara;   

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama 

kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk 

itu, telah dicocokan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim 

menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti 

yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en 

bindende bewijskracht) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta 

Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985  tentang  Biaya  Meterai,  isi 

bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Penggugat dan 

Tergugat telah membangun sebuah keluarga dengan Tergugat sebagai kepala 

keluarga  dan  Penggugat  sebagai  istri,  dan  Muhammad  Baihaqi  Al  Farisyi 
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sebagai  anak  dari  Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  bukti  tersebut  sangat 

relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam 

persidangan; 

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang 

dikeluarkan  oleh pejabat  yang  berwenang  untuk  itu,  telah  dicocokkan  dengan 

aslinya  dan  bermeterai  cukup,  maka  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  alat  bukti 

tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat  (volledig en bindende bewijskracht) 

sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga 

dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat 

dalam  suatu  perkawinan  yang  sah,  maka  Penggugat  mempunyai  kapasitas 

(legal  standing)  untuk  mengajukan  gugatan  perceraian  terhadap  Tergugat. 

Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah 

di dalam persidangan; 

Menimbang,  bahwa  saksi  1  dan  2  yang  dihadirkan  Penggugat,  telah 

memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 

R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 

134  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  karena  merupakan  orang  cakap  bertindak 

dan  tidak  terhalang  menjadi  saksi  karena  merupakan  orang  dekat  Penggugat 

serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah; 

Menimbang, bahwa saksi Pertama Penggugat yang merupakan ibu 

kandung  Penggugat  dan  saksi  kedua  Penggugat  merupakan  adik  kandung 

Penggugat,  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  antara 

Penggugat dan Tergugat hanya didasarkan pada cerita dari Penggugat 

(testimonium  de  auditu),  bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah 

tidak harmonis sejak bulan Maret 2018 yang disebabkan Tergugat keras 

kepala, Tergugat sering keluar malam hingga pulang larut malam, dan antara 

Penggugat dan Tergugat sudah terlalu sering berpisah rumah sebanyak 4 kali, 

bahkan sejak sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun lalu Penggugat pergi 

meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat 

hingga  saat  ini  yang  mengakibatkan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak 
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pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat mendukung 

kebenaran  dalil  dan  alasan  gugatan  Penggugat  telah  terjadinya  perselisihan 

yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dann Tergugat; 

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dua orang saksi yang 

dihadirkan  oleh  Penggugat  tersebut  telah  menjelaskan  keadaan  pisah  rumah 

antara Penggugat dan Tergugat sejak  sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun lalu 

serta telah menerangkan pula adanya sebab-sebab hukum (vreem de ooezaak) 

timbulnya  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  disebabkan  Tergugat  keras 

kepala, Tergugat sering keluar malam hingga pulang larut malam, dan antara 

Penggugat dan Tergugat sudah terlalu sering berpisah rumah sebanyak 4 kali, 

akan tetapi fakta hukum tentang adanya upaya damai dari pihak keluarga untuk 

merukunkan Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan dasar persangkaan 

hakim (fectelijke vermooden) bahwa pisah rumah dan sebab berpisah tersebut 

adalah akibat hukum (rechts gevolg) dari adanya perselisihan dan pertengkaran 

antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan 2 orang saksi Penggugat 

yang  demikian  tetap  mempunyai  nilai  hukum  atau  telah  memenuhi  syarat 

materiil  sebagaimana  konstruksi  hukum  yang  termuat  dalam  Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Nomor 229/K/AG/2003; 

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi 

ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan kedua saksi Penggugat pun 

saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka nilai 

kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs 

kracht).  Dan  berdasarkan  Pasal  308  ayat  (1)  dan  309  R.Bg.,  Majelis  Hakim 

menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah 

serta  memiliki  kekuatan  pembuktian,  dan  nilai  kebenaran  yang  terkandung 

dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa 

dalam rumah tangganya;     

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  gugatan,  keterangan  Penggugat 

serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan bukti 

saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah 

dikonstatir sebagai berikut : 

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah 
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sejak tanggal 28 Mei 2015; 

2. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  1  (satu)  orang  anak, 

yang saat ini dalam asuhan Penggugat; 

3. Bahwa,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan 

pertengkaran  sejak bulan Maret 2018 yang disebabkan karena Tergugat 

keras  kepala, Tergugat  sering  keluar malam  hingga  pulang  larut malam, 

dan antara Penggugat dan Tergugat sudah terlalu sering berpisah rumah 

sebanyak 4 kali; 

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun 

lalu  dikarenakan  Penggugat  pergi meninggalkan  kediaman  bersama  dan 

kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini; 

5. Bahwa,  selama  pisah  itu  Tergugat  pernah  mengajak  Penggugat  untuk 

rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Penggugat menolak; 

6. Bahwa,  sudah  dilakukan  upaya  perdamaian  oleh  pihak  keluarga, namun 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang 

telah dikonstantir tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat 

dan  Tergugat  adalah  benar  suami  istri  sah  dan  belum  pernah  bercerai,  dan 

terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 

sekurang-kurangnya selama 2 tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi 

menjalankan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  sebagai  suami  dan  istri, 

dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, 

dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi 

sebagaimana  dimaksud  Pasal  1,  Pasal  33  dan  34  Undang-Undang  Nomor  1 

Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan 

Al-Quran Surat Ar-Rūm Ayat 21: 

ِ   وَِمِِن   يِاَ ِ ءَ نِ   ٓۦٓتِهِِ م ِِِّن   أَ مِ كُِ لِ َ قَِ لَِ مِ   خَ سِِكُِ فِنُ ِ  أَِز   أَ تَِسِ  ج  وَ ا ِِّ ٓ ل نُِِوٓ يِ  كُ لَِ يِ  اِْإ ِ بِ َ لَِ عَِ ا َِجَ ةِ  هَِو م َِّوَِدَّ مِ ِ   مَِة   وَِرَِح   نكَُ يَ  ذِ فِ ِ نَِّ ٓ إِ ِٓ كَِِل َ ِ  لِ قَِِو   ت  يَ  م  لِِّ

نوَِ  تَِفَِكَِِّرُِ    ١٢يَ

Artinya:  “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan 

untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan 

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Negr 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”; 

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah  berusaha 

secara optimal menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, 

namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai 

dari  Tergugat,  demikian  juga  usaha  damai  dari  saksi  yang  merupakan  orang 

dekat  Penggugat  telah  tidak  berhasil,  karenanya  telah  terpenuhi  ketentuan 

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Menimbang,  bahwa  bila  istri  sudah  berpendirian  kuat  untuk  bercerai 

dengan suaminya dan hidup saling terpisah satu sama lain, sementara 

beberapa  pihak,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  persidangan  telah  berupaya 

merukunkan  dan  menasehati  tetapi  tidak  berhasil,  yang  demikian  itu  patut 

diduga/disangka kuat bagi Majelis Hakim bahwa sudah tidak lagi menunjukkan 

sikap  Penggugat  yang  masih  mencintai  Tergugat,  turut  dapat  membuktikan 

antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  Penggugat  selaku  istri  sudah  tidak 

lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, sehingga 

mempertahankan rumah tangga yang demikian berarti menghukum salah satu 

pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang 

bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi 

al-Thalaq, Juz I, halaman 83)., yang demikian tidaklah mendatangkan 

kemaslahatan  dan  justru  akan  menimbulkan  kemudharatan  bagi  kedua  belah 

pihak  suami  istri,  hal mana  dalam  bentuk  yang  bagaimanapun  kemudharatan 

itu  harus  dihindari  sedapat  mungkin,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  dapat 

merujuk pada Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62: 

 حلحصحمل بحلحج ىلحع مدحقم دحساحفحمل ءرد

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik 

maslahat”; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  diatas  yang  telah  dikonstantir 

menyebutkan  meninggalkan  pihak  lain  sekurang-kurangnya  selama  2  tahun 

lamanya dalam keadaan terpaksa yang berada diluar kemampuan Penggugat 

untuk menolak keadaan tersebut dapat juga dijadikan alasan perceraian dalam 
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syarat komulatif sekuang-kurangnya dua tahun dan berturut-turut, telah 

terpenuhi maksud tujuan dari Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 

1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 

1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang,  bahwa  selain  berdasarkan  fakta  di  atas,  Majelis  Hakim 

berpendapat patut diduga/disangka telah terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran  antara  Penggugat dengan  Tergugat,  oleh  karenanya  Majelis 

Hakim  cukup  berpedoman  pada  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik 

Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, yang menyebutkan bahwa “Dalam perceraian 

bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, 

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu 

masih dapat dipertahankan atau tidak”, akan tetapi dalam pemeriksaan perkara 

ini  Majelis  Hakim  merasa  perlu  memandang  pula  fakta  yang  perlu  diungkap 

adalah  tentang  pecahnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  itu  sendiri 

sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 26 

Juli 1994; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  meskipun  tidak  secara  tegas  menyebutkan 

batasan  secara  limitatif  tentang  makna  perselisihan  dan  pertengkaran,  akan 

tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, 

tindakan  Penggugat  dan  Tergugat  yang  tidak  mau  bersatu  kembali  dalam 

rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus 

menerus“ dan bahkan telah hidup terpisah satu sama lain sekurang-kurangnya 

selama  2  tahun  berturut-turut  dapat  dikualifikasikan  pula  sebagai  “tidak  ada 

harapan  ke  depan  akan  dapat  hidup  rukun  kembali  dalam  rumah  tangga“ 

sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat telah pecah (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dapat 

dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana 

alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat 

telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 
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Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya 

berbunyi:  “Perceraian  dapat  terjadi  karena  alasan  atau  alasan-alasan  (salah 

satunya)  (f)  antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan 

pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah 

tangga”; 

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut 

beralasan dan tidak melawan hukum serta dapat diklasifikasikan dan 

dikonstituir secara yuridis dan kumulatif telah sesuai dan/atau memenuhi 

unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang Pasal 19 huruf 

(b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 

(b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim 

berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan; 

Menimbang,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menganggap  perlu  untuk 

mengemukakan  dalil  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Kitab  Iqna’  juz  II 

halaman  133,  yang  kemudian  diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  sebagai 

berikut : 

نإو                  دتشإ مدع ةبغر ةجوزل اهجوزل قلط هيلع ىضاقل ةقلط

Artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, 

disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan 

talak satu. 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil 

secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan 

ketidakhadirannya  tersebut bukan  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah, 

dengan  demikian  Majelis  Hakim  berkesimpulan  berdasarkan  ketentuan  Pasal 

149  R.Bg  ayat  (1),  gugatan  Penggugat  sudah  sepatutnya  dikabulkan  dengan 

verstek  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  dari  Tergugat  terhadap 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di 

bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana 

yang  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 
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2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

     MENGADILI: 

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;     

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;     

3.    Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

4.    Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah 

Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan  pada  hari  Senin,  tanggal  21  Maret  2022  Masehi  bertepatan 

dengan  tanggal  18  Sya’ban  1443  Hijriah  oleh  Nofia  Mutiasari,  S.Ag.,  M.H., 

sebagai  Ketua  Majelis,  Ahmad  Nafari,  S.H.I.,  dan  Lissa  Dewi  Andini,  S.H., 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari 

itu  juga  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  oleh  Ketua  Majelis,  didampingi 

Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Mustaqimah, S.H.I., sebagai Panitera 

Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

 

 

 

 

 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. 

Hakim Anggota 

 

 

Ahmad Nafari, S.H.I. 

Hakim Anggota 

 

 

Lissa Dewi Andini, S.H. 
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Panitera Pengganti, 

 

 

Mustaqimah, S.H.I. 

 

 

 

Perincian biaya perkara : 

1. Biaya Pendaftaran     Rp30.000,00 

2. Biaya Proses Rp75.000,00 

3. Biaya PNBP Panggilan   Rp20.000,00 

4. Biaya Panggilan Rp75.000,00 

5. Biaya Redaksi Rp10.000,00 

6. Meterai Rp10.000,00 

 Jumlah Rp220.000,00 

Terbilang    :       (dua ratus dua puluh ribu rupiah). 
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